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Policy Making, Policy Shaping Dan Evaluasi Demokratis:
Pendekatan Analisis Kebijakan Demokratis

Oleh: Sri Endang Saleh

planning and policy proposals.

context of social life.

Abstract

Policy making is a fundamental function of government, puiting
citizens as truth claims of what has been stated by the government. So the
government as a top down approach, although elements of society involved
in public policy but the decisions or actions taken by the government as an
actor remains the holder of public authority. The amount of domination led
fo the aspirations of the people (bottom up) of crude on the stages of

Shaping Policy is bottom up. In determining the direction of the
policy conducted by the society / community / Ngo itself. Communities are
involved from the planning stage to stage of policy evaluation, it is a
reflection of people’s will, and decision making process took place from the
bottom upwards (bottom up) the suzzess or failure in goal achievement of
a program largely depends on the community itself.

Public policy should be designed and implemented and evaluated
together democratically in a democratic manner also, to produce a new
SJormulation of policies more in line wiih the times, the demands, needs and

Key Words: Policy Making, Policy Shaping, Evaluation, Democratic.

Pendahuluan

Kebijakan publik tidak lain
merupakan aktivitas pemerintah yang
pada  akhiraya  berujung  pada
bagaimana publik menjalankan
kehidupannya  sehari-hari.  Secara
spesifik,  demokratisasi  kebijakan
publik merupakan tuntutan yang sudah
tak bisa ditolak, mengingat serangkaian
demokrasi

proses secara  umum.
Kebijakan desentralisasi, reformasi
birokrasi, peran serta masyarakat.

pemberdayaan legis/atif dan seterusnya

merupakan langkah-langkah penting
untuk mewujudkan demokrasi
Secara ideal demokrast

seharusnya menjadi acuan kehidupan
kebangsaan di Jevel manapun, baik

dalam tingkat masyarakat maupun
pemerintah. Demokratisasi dalam ide,
perumusan,  pelaksanaan  maupun
evaluasi kebijakan publik di tingkat
lokal atau nasional akan menjadi
representasi sejauh mana tingkat dan
kualifikasi demokrasi pada pemerintah
bersangkutan. Sejauh mana pemerintah
membuka ruang partisipasi publik,
sejauh mana gagasan diolah bersama
dan implementasi kebijakan diawasi
oleh masyarakat, merupakan
serangkaian dari proses demokratisasi
itu sendiri.

Demokrasi  bagaimanapun akan
kembali pada masyarakat. Demokrasi
mempersyaratkan  keterlibatan  aktif
masyarakat warga untuk menentukan
keadaan kehidupan yang sesuai dengan
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pilihan-pilihannya. Karena demikian,
tidak dapat dimungkinkan sama sekali

jika kebijakan publik tidak memuat

nilai-nilai luhur demokrasi. Tidak ada
ruang dan alasan yang bisa dibenarkan
dalam perspektif apapun, kebijakan
publik direncanakan,  dirumuskan,
diimplementasikan tanpa mengikut-

sertakan pertimbangan warga
masyarakat.
Policy Making

Kebijakan publik adalah

keputusan-keputusan yang mengikat
bagi orang banyak pada tataran
strategis atau bersifat garis besar yang
dibuat oleh pemegang otoritas publik.
Sebagai keputusan yang mengikat
publik maka kebijakan publik haruslah
dibuat oleh otoritas politik, yakni
mereka yang menerima mandat dari
publik atan orang banyak. umumaiyva
melalui suatu proses pemilihan untuk
bertindak atas nama rakyat banyak.
Selanjutnya, kebijakan publik akan
dilaksanakan oleh administrasi negara
yang  dijalankan  oleh  birokrasi
pemerintah.

Policy making sebagai proses di
mana pemerintah meletakkan visi
politik mereka ke dalam program dan
tindakan untuk memberikan ‘'hasil' -
perubahan yang diinginkan di dunia
nyata. Policy making adalah proses
pembuatan kebijakan yang legal formal
dari pihak yang memiliki otoritas
(negara). Kebijakan dapat berbagai
bentuk yang berbeda, seperti peraturan
pemerintah, undang-undang,

Keputusan  presiden, dan lain
sebagainya.
Policy  making adalah fungsi

mendasar dari pemerintah, meletakkan
warga negara sebagai klaim kebenaran

terhadap apa yg sudah ditetapkan
pemerintah. Pemerintah sebagai Top
down,  walaupun  elemen-elemen
masyarakat dilibatkan dalam kebijakan
publik namun keputusan ataupun
tindakan yang diambil tetap oleh
pemerintah sebagai aktor pemegang
otoritas publik.

Hal terpenting dalam pembicaraan
kebijakan  publik  adalah  proses
pembuatan kebijakan publik itu sendiri.
Pembuatan kebijakan (policy making)
bukanlah suatu proses yang sederhana
dan mudah. Ini disebabkan karena
terdapat banyak faktor atau kekuatan-
kekuatan yang berpengaruh terhadap
proses pembuatan kebijakan publik
tersebut. Suatu kebijakan publik harus

dibuat bukan untuk kepentingan
politisi, tetapi untuk meningkatkan
kesejahteraan hidup anggota

masyarakat secara keseluruhan. Setiap
pembuatan keputusan memandang
setiap masalah politik berbeda dengan
pembuatan keputusan yang lain. Belum
tentu suatu masalah yang dianggap
masyarakat perlu dipecahkan oleh
pembuat kebijakan negara . dapat
menjadi isu politik yang bisa masuk ke
dalam agenda pemerintahan yang
kemudian diproses menjadi kebijakan
publik. Proses kebijakan publik yang
begitu sulit dan rumit dilakukan masih
dihadang lagi dengan permasalahan:
apakah kebijakan publik itu sudah
diantisipasikan akan mudah atau lancar
diimplementasikan. Hasil implementasi
kebijakan publik itu, baik yang
berdampak atau mempunyai
konsekuensi positif maupun negatif
akan berpengaruh terhadap proses
kebijakan publik berikutnya.

Proses kebijakan publik sebagai
proses politik dimana proses kegiatan
pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas

R ————
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politis tersebut dijelaskan sebagai
proses pembuatan kebijakan dan
divisualisasikan sebagai serangkaian

tahap yang saling bergantung yang

diatur  menurut  urutan  waktu:
penyusunan agenda, formulasi
kebijakan, adopsi kebijakan,

implementasi kebijakan, dan penilaian
kebijakan. (Dunn, 2003:22). Proses
kebijakan publik/negara dalam sistem
vang demokratis ada keterlibatan
warga negara (masyarakat/publik) yang
bisa menyuarakan tuntutan atau saran
untuk proses politik, akan tetapi semua
ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal
ini masyarakat pada posisi yang pasif,
marginal dan kurang menentukan.

Padahal peran masyarakat lebih besar
dari itu.

Policy Shaping

Apa yang membuat suatu
perubahan itu bisa berlangsung di
dalam masyarakat, terutama perubahan
ke arah yang menurut masyarakat
tersebut, lebih baik? Ada jarak yang
cukup  besar antara  pembuatan
kebijakan di satu sisi, dan fakta
perubahan yang berlangsung secara
konkret di masyarakat. Ada sebuah
kekecewaan besar dari masyarakat sipil
terhadap  berbagai  permasalahan
ketidakadilan dewasa ini.

Permasalzhan dalam masyar:zkat
berkembang cepat, dinamis makin
bervariasi dan rumit, sehingga akan
mekin mustahil pula pemerintah dapat
mengatasinya sendiri. Rakyat semakin
sadar akan hak-haknya, schingga
partisipasi masyarakat dalam arti luas
merupakan unsur penting dalam
penentuan kebijakan publik, partisipasi
masyarakat menjadi bagian penting
dalam penentuan kebijakan publik

Policy Shaping dalam menentukan
arah  kebijakan  dilakukan oleh
masyarakat/ komunitas/Ngo itu sendiri,
Fokus perhatian pada bagaimana
kebijakan dibuat, dan bagaimana
kebijakan disiapkan dalam  aksi.
Keputusan yang diambilpun memiliki
pengaruh relatif luas terutama pada
tingkat masyarakat bawah. Aktor-aktor
yang terlibatpun  dari  berbagai
komunitas dan elemen masyarakat.
Analisis kebijakan yang bottom Up
bisa menangkap aspirasi masyarakat
bawah.

Berbanding terbalik dengan teori
top-down,  yang  bermula  dari
pemutusan kebijakan lalu mempelajari
tingkat dimana tujuan-tujuan
direalisasikan di bottom-up. Metode
implementasinya adalah untuk (a)
mengidentifikasi jaringan para pelaku
yang dilibatkan dalam pemberian
pelayanan di satu atau beberapa
wilayah (b) menanyakan pada para
pelaku apa tujuan mereka, bagaimana
strateginya aktivitasnya dan kontak
diantaranya; dan (c) membangun
pemahaman jaringan, lokal link, dan
aktor-aktor  regional-nasional  yang
terlibat, mengatur keuangan, dan
melaksanakan program pemerintah dan
non pemerintah.

Masyarakat  terlibat  sebanyak
mungkin dalam pelaksanaan suatu
aktivititas, mulai tahap perencanaan
hingga tahap evaluasi kebijakan, hal ini
merupakan pencerminan  kehendak
masyarakat, dan proses pengambilan
keputusan berlangsung dari bawah
keatas (bortom up) keberhasilan atau
kegagalan dalam pencapai sasaran
suatu  program sebagian  besar
bergantung pada masyarakat sendiri.
Dengan demikian, selain  memiliki
kemampuan dan kemandirian yang
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makin  tinggi, ~masyarakat akan
memiliki tanggung jawab lebih besar.
Dalam hal itu, masyarakat diandaik;_m‘
lebih tahu apa yang terbaik bagi Fllrl
mereka, sehingga dalam komunitas
masyarakat muncul. gerakan yang
tujuannya untuk kes&_a_aahteraan mereka.
Patut disadari bahwa proses
gerakan dalam masyarakat dalam
berpartisipasi tidak datang dcngar!
sendirinya atas  kemurahan  hati
]embaga.—lembaga pemerjntahan
(eksekutif dan legislatif) tetapi harus
terus diperjuangkan terus menerus.
Masyarakat perlu mengorganisasikan
diri dalam berbagai  kelompok
kegiatan. Dengan cara demikian,
spesialisasi masing-masing kelompok
dapat  diidentifikasi. ~ Kelompok-
kelompok tersebut merupakan wakil
stakeholders dari unsur masyarakat
yang ikut dalam proses partisipasi.
Cara pandang negara, demokrasi
mengajarkan partisipasi sangat
dibutuhkan untuk membangun
pemerintahan yang akuntabel,
transparan dan responsif terhadap
kebutuhan  masyarakat.  Tiadanya
partisipasi menabur pemerintahan yang
otoriter  dan  korup, dari sisi
masyarakat, partisipasi adalah kunci
pemberdayaan, atau penguatan peran.
Partisipasi memberikan ruang dan
kapasitas masyarakat untuk kebutuhan
dan hak-hak mereka, mengembangkan
potensi dan prakarsa lokal,
mengefektifkan peran masyarakat serta
membangun kemandirian masyarakat.
Dalam  konteks  governance,
partisipasi menempatkan pada posisi
yang sebenarnya (Sutoro Eko: 2003)
Pertama; masyarakat bukanlah hamba
(clienfy melainkan sebagai waraga
negara (citizen). Kedua; masyarakat
bukan dalam posisi yang diperintah

tetapi sebagai partner pemerintah
dalam mengelola pemerintahan dan
pembangunan.  Ketiga:  partisipasi
bukanlah pemeberian pemerintah tetapi
sebagai hak warga negara. Keempat:
masyarakat bukan sebagai sekedar
objek  pasif penerima  manfaat
kebijakan pemerintah, tetapi sebagai
aktor atau subjek yang  aktif
menentukan kebijakan.

Policy Shaping bersifat bottom up,
dimana proses pengarahan kebijakan
dari bawah; bisa berhenti pada level
masyarakat saja artinya kegiatan atau
gerakan  sosial yang  dilakukan
masyarakat bawah tidak menjadi suatu
kebijakan pemerintah; bisa mengarah
dari bawah ke atas  seperti
musrembang, kasus koin prita, dsb;
bisa level komunitas daerah, provinsi,
ataupun skala nasional; dan sekarang
ini banyak meialui jejaring sosial
(dunia maya).

Implementasi Kebijakan Top Down

Implementasi kebijakan adalah
aktivitas  yang  terlihat ~ setelah
dikeluarkan pengarahan yang sah dari
suatu kebijakan yang meliputi upaya
mengelola input untuk menghasilkan
oulput atau outcomes bagi masyarakat.

Tahap implementasi kebijakan
dapat dicirikan dan dibedakan dengan
tahap pembuatan kebijakan.
Pembuatan kebijakan di satu sisi
merupakan proses yang memiliki
logika bottom-up, dalam arti proses
kebijakan diawali dengan penyampaian
aspirasi, permintaan atau dukungan
dari masyarakat. Sedangkan
implementasi kebijakan di sisi lain di
dalamnya memiliki logika top-down,
dalam  arti  penurunan  alternatif
kebijakan yang abstrak atau makro

B e—
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menjadi tindakan konkrit atau mikro
(Wibawa, 1994: 2).

Tahap implementasi kebijakan
tidak akan dimulai sebelum tujuan dan
sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang
dilakukan oleh formulasi kebijakan.
Dengan demikian, tahap implementasi
kebijakan terjadi hanya setelah
undang-undang ditetapkan dan dana
disediakan untuk membiayai
implementasi kebijakan tersebut.

Pendekatan  fop-down,  dapat
disebut sebagai pendekatan yang
mendominasi awal perkembangan studi

implementasi - kebijakan. Dalam
pendekatan ini, implementasi
kebijakan yang dilakukan

tersentralisasi dan dimulai dari aktor
tingkat pusat, dan keputusannya pun
diambil dari tingkat pusat. Pendekatan
fop-down bertitik tolak dari perspektif
bahwa keputusan-keputusan politik
(kebijakan) yang telah ditetapkan oleh
pembuat kebijakan harus dilaksanakan
oleh administratur-administratur atau
birokrat-birokrat pada level bawahnya.
Jadi inti pendekatan top-down adalah
sejauhmana para pelaksana
(administratur dan birokrat) bertindak
sesuai dengan prosedur serta tujuan
yang telah digariskan oleh para
pembuat kebijakan di tingkat atasnya.
Berangkat dari perspektif tersebut,
timbullah pertanyaan-pertanyaan
(Sabatier, 1993:267) sebagai berikut:
Pertama, ~ Sampai  sejauh  mana
tindakan-tindakan pejabat pelaksana
konsisten dengan keputusan-keputusan
tersebut. Kedua, Sejauh mana tujuan
kebijakan tercapai. Ketiga, Faktor-
faktor apa yang secara prinsipil
mempengaruhi oufput dan hasil dan
dampak kebijakan. Keempat,
Bagaimana kebijakan tersebut

diformulasikan kembali sesuai dengan
pengalaman lapangan?

Empat pertanyaan tersebut
mengarah pada inti sejauh mana
tindakan para pelaksana sesuai dengan
prosedur dan tujuan kebijakan yang
telah  digariskan  para  pembuat
kebijakan di level pusat/atas. Fokus
tersebut membawa konsekuensi pada
perhatian terhadap aspek organisasi
atau birckrasi sebagai ukuran efisiensi
dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.
Beberapa scholar yang menganut
aliran top-down di antaranya adalah:
Donald van Meter dan Carl van Horn,
Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier,
George Edward III, serta Merilee S.
Grindle (Dwidjowijoto, 2003).

Menurut Parsons (2008), model
implementasi inilah yang paling
pertama muncul. Pendekatan top down
memiliki pandangan tentang hubungan
kebijakan implementasi seperti yang
tercakup dalam Emile karya Rousseau :
“Segala sesuatu adalah baik jika
diserahkan ke tangan Sang Pencipta.
Segala sesuatu adalah buruk di tangan
manusia”. Model rasional ini berisi
gagasan bahwa implementasi adalah
menjadikan orang melakukan apa-apa
yang diperintahkan dan mengontrol
urutan tahapan dalam sebuah sistem.

Menurut Hogwood dan Gunn,
untuk  dapat mengimplementasikan
kebijakan secara sempurna maka
diperlukan  beberapa  persyaratan
pelaksanaan pendekatan
Syarat-syarat itu adalah: Pertama,
Kondisi eksternal yang dihadapi oleh
badan/instansi pelaksana tidak akan
menimbulkan gangguan/kendala yang
serius.  Beberapa  kendala/hambatan
(constraints) pada saat implementasi
kebijakan seringkali berada diluar
kendali para administrator, sebab
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‘topdown’.

hambatan-hambatan itu memang di[ua;_-
jangkauan wewenang kebijakan dari
badan pelaksana. Hambatan'-hamba_tan
tersebut diantaranya mungkin bersifat
fisik maupun politis. Keduia, Untuk
pelaksanaan program tersedia wak'tu
dan sumberdaya yang cu}cup tersedia.
Syarat kedua ini sebagian tumpang
tindih dengan syarat pertama diatas,
dalam pengertian bahwa kerapkali ia
muncul diantara kendala-i‘(‘endaia yang
bersifat eksternal. Kebl_]akan. yang
memiliki tingkat kelayakan fisik dap
politis tertentu bisa saja tidak”bei_'has:l
mencapai tujuan yang diinginkan
karena menyangkut kendalan waktu
yang pendek dengan harapan yang
terlalu  tinggi. Ketiga, Perpaduan
sumber-sumber yang diperlukan benar-
benar tersedia.  Persyaratan  ini
mengikuti syarat item kedua artinya
disatu pihak harus dijamin tidak ada
kendala-kendala pada semua sumber-
sumber yang diperlukan, dan dilain
pihak, setiap  tahapan proses
implementasi  perpaduan  diantara
sumber-sumber tersebut harus dapat
disediakan. Dalam prakteknya
implementasi program yang
memerlukan perpaduan antara dana,
tenaga kerja dan peralatan yang
diperlukan untuk  melaksanakan
program harus dapat disiapkan secara
serentak, namun ternyata ada salah satu
komponen tersebut mengalami
kelambatan  dalam  penyediaannya
sehingga berakibat program tersebut
tertunda pelaksanaannya. Keempat,
Kebijakan yang akan diimplemen-
tasikan didasari oleh suatu hubungan
kausalitas yang andai. Kebijakan
kadangkala tidak dapat
diimplemetasikan secara efektif bukan
lantaran ia telah diimplementasikan
secara asal-asalan, tetapi kebijakan itu

sendiri memang jelek. Penyebabnya
karena kebijakan itu didasari oleh
tingkat pemahaman yang tidak
memadahi mengenahi persoalan yang
akan  ditanggulangi,  sebab-sebab
timbulnya masalah dan cara
pemecahanya, atau peluang-peluang
yang tersedia untuk  mengatasi
masalahnya, sifat permasalahannya dan
apa yang diperlukan untuk
memanfaatkan peluang-peluang
tersebut. Kelima, Hubungan kausalitas
bersifat langsung dan hanya sedikit
mata rantai penghubungnya. Pada
kebanyakan  program  pemerintah
sesungguhnya teori yang mendasari
kebijakan jauh lebih komplek dari pada
sekedar hubungan antara dua variabel
yang memiliki hubungan Kausalitas.
Kebijakan-kebijakan yang memiliki
hubungan sebab-akibat tergantung
pada mata rantai yang amat panjang
maka ia akan mudah sekali mengalami
keretakan, sebab semakin panjang mata
rantai  kausalitas, semakin besar
hubungan timbal balik diantara mata
rantai penghubungnya dan semakin
kompleks implementasinya. Dengan
kata lain semakin banyak hubungan
dalam mata rantai, semakin besar pula
resiko bahwa bebarapa diantaranya
kelak terbukti amat lemah atau tidak

dapat dilaksanakan dengan baik.
Keenam, Hubungan saling
ketergantungan harus kecil.
Implemetasi yang sempurna menuntut
adanya persyaratan bahwa hanya
terdapat badan pelaksana tunggal
dalam  melaksanakan misi tidak

tergantung badan-badan lain/instansi
“lainnya. Kalau ada ketergantungan
dengan  organisasi-organisasi  ini
haruslah pada tingkat yang minimal,
baik dalam artian jumlah maupun
kadar kepentingannya. Jika
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implementasi suatu program ternyata
tidak hanya membutuhkan rangkaian
tahapan dan jalinan hubungan tertentu,
melainkan juga kesepakatan atau
komitmen terhadap setiap tahapan
diantara sejumlah aktor/pelaku vang
terlibat, maka peluang bagi
keberhasilan implementasi program,
bahkan hasil akhir yang diharapkan
kemungkinan akan semakin berkurang.
Ketujuh, Pemahaman yang mendalam
dan kesepakatan terhadap tujuan.
Persyaratan ini mengharuskan adanya

pemahaman yang menyeluruh
mengenahi  kesepakatan  terhadap
tujuan yang akan dicapai dan
dipertahankan selama proses
implementasi. Tujuan  itu  harus

dirumuskan dengan jelas, spesifik,
mudah dipahami, dapat
dikuantifikasikan, dan disepakati oleh
seluruh pihak yang terlibat dalam
organisasi. Namun berbagai penelitian
telah mengungkap bahwa dalam
prakteknya tujuan yang akan dicapai
dari program sukar diidentifikasikan.
Kemungkinan menimbulkan konflik
yang  tajam  atau  kebingungan,
khususnya oleh kelompok profesional
atau kelompok-kelompok lain yang
terlibat  dalam  program  lebih
mementingkan tujuan mereka sendiri.
Tujuan-tujuan resmi kerap kali tidak
dipahami dengan baik, mungkin karena
komunikasi dari atas ke bawah atau
sebaliknya tidak berjalan dengan baik.
Kalaupun pada saat awal tujuan
dipahami dan disepakati namun tidak
ada jaminan kondisi ini dapat
terpelihara selama pelaksanaan
program, Kkarena tujuan-tujuan itu
cenderung mudah berubah, diperluas
dan diselewengkan. Kedelapan, Tugas-
tugas diperinci dan ditempatkan dalam
urutan  yang tepat. Syarat  ini

mengandung makna bahwa dalam
menjalankan program menuju
tercapainya tujuan-tujuan yang telah
disepakati, masih dimungkinkan untuk
merinci dan menyusun dalam urutan-
uruan yangbtepat seluruh tugas yang
harus dilaksanakan oleh setiap bagian
yvang  terlibat.  Kesulitan  untuk
mencapai kondisi implementasi yang
sempurna masih terjadi dan tidak dapat
dihindarkan. Untuk mengendalikan
program dengan baik dapat dilakukan

dengan teknologi seperti Nerwork
planning dan  control. Kesembilan,
Komunikasi dan koordinasi yang

sempurna. Syarat ini mengharuskan
adanya komunikasi dan ordinasi yang
sempurna diantara berbagai unsur atau
badan yang terlibat dalam program.
Hood (1976) dalam hubungan ini
menyatakan bahwa guna mencapai
implementasi yang sempurna
diperlukan  suatu  sistem  satuan
administrasi tunggal sehingga tercipta
koordinasi yang baik. Pada kebanyakan
organiasi yang memiliki ciri-ciri
departemenisasi, profesionalisasi, dan
bermacam kegiatan kelompok yang
melindungi nilai-nilai dan kepentingan
kelompok hampir tidak ada koordinasi
yvang sempurna. Komunikasi dan
koordiasi memiliki peran yang sangat
penting dalam proses implementasi

karena data, syaran dan perintah-
perintah  dapat dimengerti sesuai
dengan apa yang  dikehendaki.

Kesepuluh, Pihak-pihak yang memiliki
wewenang kekuasaan dapat menuntut
dan mendapatkan kepatuhan yang
sempurna. Hal ini menjelaskan bahwa
harus ada ketundukan yang penuh dan
tidak ada penolakan sama sekali
terhadap  perintah  dalam  sistim
administrasinya. Persyaratan ini
menandaskan bahwa mereka yang
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memiliki wewenang, harus juga yang
memiliki  kekuasan dan  mampu
menjamin adanya kepatuhan sikap
secara menyeluruh dari pihak-pihak
lain baik dalam organisasi maupun luar
organisasi. Dalam kenyataan
dimungkinkan adanya kompartemeni-
sasi dan diantara badan yang satu
dengan yang lain mungkin terdapat
konflik kepentingan.

Implementasi Kebijakan Bottom-Up

Berbeda dengan pendekatan fop-
down yang dimulai dari keputusan
kebijakan dan berfokus pada sejauh
mana pencapaian tujuan dari waktu ke
waktu. Pendekatan botfom-up berawal
dari pandangan bahwa  para
pengimplementasi sering memainkan
sebuah fungsi yang penting dalam
implementasi.

Pendekatan bottom-up  dimulai
dengan  mengidentifikasi  jaringan
pelaku yang terlibat dalam pemberian
layanan dalam satu atau lebih wilayah
setempat. Mereka memiliki  strategi
tujuan, kegiatan, dan kontak. Mereka

mengidentifikasi aktor lokal, regional,
dan nasional yang terlibat dalam
pembiayaan, perencanaan, dan
pelaksanaan program-program
pemerintah dan non-pemerintah yang
relevan. Ini merupakan mekanisme
yang bergerak dari tingkat bawah (rhe
‘bottom’)  sampai  para  pembuat
kebijakan tingkat atas (‘top’ policy-
makers) baik di sektor publik dan
swasta (Hjern et al, 1979;. Hjern dan
Porter 1981;. Hjern dan Hull , 1985)
dalam sabatier (1993; 277).

Bertolak belakang dengan
pendekatan top down, pendekatan
bottom up lebih menyoroti
implementasi kebijakan yang
terformulasi  dari  inisiasi  warga
masyarakat. Argumentasi yang
diberikan  adalah  masalah  dan

persoalan yang terjadi pada level
daerah hanya dapat dimengerti secara
baik oleh warga setempat. Sehingga
pada tahap implementasinya pun suatu
kebijakan selalu melibatkan
masyarakat ~ secara  partisipastif.
Dibawah ini Pendekatan ‘fop-down’
dan ‘bortom-up’ dalam implementasi

kemudian ~ menggunakan  kontak kebijakan.
sebagai wahana untuk mengem-
bangkan jaringan, teknik  untuk

Tabel:

Pendekatan ‘top-down’ dan ‘bottom-up’ dalam implementasi
Kebijakan (Sabatier, 1993:277)

Top-down

(Sabatier and Mazmanian)

Bottom-up
(Hjern et al.)

Fokus awal Keputusan pemerintah | Aktor & jaringan implementasi
pusat Loka!
yang terlibat dalam bidang
kebijakan

Identifikasi
aktor-aktor utama

Dari puncak-ke bawah dan
dimulai dari pemerintah

Dari dasar ke atas, termasuk
pemerintah dan non pemerintah
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Pandangan proses | Perluasan  hasil yang | Proses interaktif melibatkan
kebijakan dicapai pembuat kebijakan dan para
dari tujuan formal pengimplementasi darj
berbagai kalangan
Kriteria yang | Pendesainan sistem untuk | Beberapa kurang jelas, proses
evaluatif mencapai apa yang | kebijakan mempunyai sejumlah
menjadi pengaruh lokal Tentu saja tidak
maksud dari pembuat memerlukan  analisis yang
kebijakan pusat/puncak cermat dari keputusan
pemerintah yang resmi

Pendekatan bottom-up, di sisi lain,
memandang implementasi kebijakan
dirumuskan tidak oleh lembaga yang
tersentralisasi. Pendekatan botrom-up
berangkat dari keputusan-keputusan
yang ditetapkan di tingkat warga atau
masyarakat yang merasakan sendiri
persoalan yang mereka alami. Intinya,
pendekatan botfom-up adalah model
implementasi

kebijakan di mana
formulasi kebijakan berada di tingkat
warga,  sehingga mereka  dapat

memahami dan mampu menganalisis
kebijakan-kebijakan apa yang cocok
dengan sumberdaya yang tersedia di
daerahnya, sistem sosio-kultur yang ada
agar  kebijakan  tersebut  tidak
kontraproduktif, yang dapat menunjang
keberhasilan  kebijakan itu sendiri
(Agustino, 2006: 156-157).
Implementasi  kebijakan dengan
pendekatan bortom up muncul sebagai
krittk  terhadap model pendekatan
rasional (top down). Parsons (2006),
mengemukakan bahwa yang benar-
benar penting dalam implementasi
adalah  hubungan antara pembuat
kebijakan dengan pelaksana kebijakan,
Model bottom up adalah model yang
memandang proses sebagai sebuah
negosiasi dan pembentukan konsensus.
Masih menurut Parsons (2006), model
pendekatan bortom wup menekankan
pada fakta bahwa implementasi di
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lapangan  memberikan
dalam penerapan kebijakan.

Dengan demikian “bottom up”
bermakna meskipun kebijakan dibuat
oleh pemerintah, namun
pelaksanaannya oleh rakyat. Dalam
menerima  kebijaksanaan yang telah
dikeluarkan oleh pemerintah,
masyarakat dituntut dapat memahami,
menghayati, dan  melaksanakanya
sebagaimana yang diharapkan. Dengan
kata lain, keterlibatan atau partisipasi
masyarakat amatlah dibutuhkan demi
terciptanya tujuan pembangunan yang
telah ditetapkan.

Untuk bisa meningkatkan peran
masyarakat dalam perumusan kebijakan
publik selain dengan harus proaktifnya
pemerintah dalam menjaring aspirasi
masyarakat. Masyarakat juga harus
meningkatkan posisi tawamya terhadap
pemerintah, sehingga ide-dan masukan-
masukan yang disampaikan dapat
benar-benar bisa lahir menjadi ranperda
dan menjadi perda. Masyarakat juga
harus melakukan pengawalan penuh
terhadap usulan mereka, sehingga tidak
lagi terjadi usulan yang hilang di tengah
jalan atau hanya menjadi angin lalu
bagi pemerintah dalam merumuskan
kebijakan publik.

Jalur musrenbang dapat dikatakan
sebagai  jalur utama di  dalam
menyalurkan aspirasi dan peran serta

keleluasaan

masyarakat di  dalam  penentuan

perencanaan pembangunan. MeIalui
ialur  inilah mayoritas aSpiraSF
Jmasyarakat disalurkan sebagai

masukkan bagi proses perencanaan
pembangunan selanjutnya. Walau‘puq
dikatakan sebagai jalur utama aspirasi
masyarakat, aspirasi yang dlsampalka;}
dijalur ini juga dapat dikatakan sebagai
jalur yang paling lemah pada proses
perumusan agenda dan usulan kegiatan.
Masyarakat tidak banyak tahu seberapa
besar  peluang usulannya_ yang
ditampung dan ditindaklanjuti dalam
proses pembangunan atau seberapa
besar persentase kegiatan-kegiatan yang
tertuang di dalam dokugnen_
perencanaan yang berasal dari aspirasi
musrenbang. Inilah problem utama
partisipasi masyarakat yang dihadapi
didalam proses kebijakan penentuan
perencanaan pembangunan di
Indonesia.

Democratic Evaluation

Hampir semua orang setuju bahwa
dalam suatu kebijakan publik harus
demokrasi dan sangat dipengaruhi oleh
opini publik. Namun ada banyak
ketidaksepakatan tentang seberapa kuat
pengaruhnya. Apakah itu  sekuat
seharusnya, yang berarti proses politik
yang demokratis berjalan dengan baik?
Atau lebih lemah, yang berarti proses
politik demokrasi bekerja buruk?

Dalam konsep demokrasi modern,
kebijakan negara (publik) tidaklah
hanya berisi cetusan pikiran atau
Pendapat para pejabat yang mewakili
rakyat, tetapi opini publik (public
Opinion) juga mempunyai porsi yang
Sama besarnya untuk diisikan atau
tercermin dalam kebijakan-kebijakan
Negara atau dengan kata lain setiap

kebijakan negara  haruslah selalu
berorientasi pada kepentingan umum
(public interest). Apabila kepentingan
publik adalah sentral, maka menjadikan
administrator publik (eksekutif) sebagai
profesional  yang proaktif adalah
mutlak, yaitu administrator yang selalu
berusaha meningkatkan responbilitas
obyektif dan subyektif terhadap aspirasi
masyarakat didalam membuat
kebijakan publik. Selain itu didalam
proses pembuatan kebijakan negara,
administraror tidak boleh bersikap
“hampa nilai” (value free) tetapi harus
“sarat dengan nilai” (value laden). Hal

tersebut  dapat  diartikan  bahwa
eksekutif dan legislatif harus lebih
banyak memperhatikan kepentingan

publik, sehingga pengertian “publik”
dalam pengambilan kebijakan publik

menjadi lebih bermakna. Harold D.
Lasswell dan  Abraham  Kaplan
memberikan arti  kebijakan sebagai

suatu program pencapaian tujuan, nilai-
nilai dan praktek-praktek yang terarah.
(M. Irfan Islamy, 2002: 17).

Demokrasi  kita dapat dilihat
sebatas demokrasi prosedural, rakyat
tak bisa berperan lebih. Partisipasi
masyarakat sebatas dalam pemilu yang
begulir rutin, yang nyata-nyatanya hak
memilih tersebut secara tidak langsung
rakyat harus merelakan pula haknya
untuk beraspirasi akan dirampas oleh
orang-orang  yang mereka  pilih
dikemudian hari. Partisipasi masyarakat
belum sepenuhnya terwujud. Dengan
kondist demikian, kebijakan publik
yang harusnya bersifat demokratis,
rasionalis, idealis, dan realistis tidak
terjadi.

Kebijakan publik harus dirancang
secara  demokratis. Setelah  itu,
kebijakan publik juga harus diterapkan
secara demokratis dan  dievaluasi

. .
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bersama secara demokratis pula, untuk
menghasilkan rumusan baru kebijakan
yang lebih sesuai dengan zaman,
tuntutan, kebutuhan dan konteks di
mana masyarakat berkehidupan.
Evaluasi kebijakan yang
demokratis (Democratic  evaluaiion)
adalah scbuah proses evaluatif yang
sangat partisipatif dan pemberdayaan
berpusat pada  stakeholder yang
mempunyai kemampuan untuk
memahami dan melaksanakan sendiri-
evaluasi  diri untuk memperbaiki
kondisi hidup mereka. Democratik
evaluation adalah pendekatan yang
lebih efektif untuk mengevaluasi dan
meningkatkan program-program
pembangunan internasional dan
nasional. Democratik evaluation adalah
pendekatan baru berdasarkan pada
pemanfaatan yang nyata dari hasil

evaluasi, rekomendasi dan
pembelajaran, dan pada  proses
partisipatif ~untuk  memberdayakan

stakehoider: tujuannya adalah untuk
mengubah evaluasi dari perspektif
manajemen lama ke manajemen baru
yang demokratis tersedia untuk semua
anggota organisasi (masyarakat) dan
untuk lebih memahami lingkungan
organisasi serta belajar dari pengalaman
masa lalu. agar lebih akuntabel dan
efisien. (Marco Segone, 1998).
Katherine Ryan, Associate
Professor Psikologi Pendidikan di
University of Illinois, menjelaskan tiga
pendekatan untuk evaluasi demokratis.
Evaluasi demokratis sukses dalam
berbagai domain seperti pendidikan,
kesehatan, dan pelatihan sektor publik.
Ini  cocok bagaimana keiompok-
kelompok ini terlibat dalam dialog
tentang program kebijakan.
Tiga pendekatan
demokratis, menekankan

evaluasi
pada

metodologi dan peran peserta dan
evaluator. Ketiga pendekatan ini adalah
evaluasi demokratis, evaluasij
demokrasi deliberatif, dan evaluasi
komunikatif. Masing-masing memilikj
seperangkat strategi untuk mengatasj
masalah-masalah seperti siapa yang
membuat kebijakan, bagaimana cara
untuk mengetahui kepentingan berbagai
kelompok stakeholder, dan kekuasaan
stakeholder.

Pendekatan evaluasi demokratis
membahas masalah-masalah  penting
seperti  berhubungan dengan antara
pemangku  kepentingan,  termasuk
perspektif stakeholder, dan memberikan
informasi yang berguna bagi program,
Metodologi dilakukan  dengan studi

kasus. Dengan menggunakan
metodologi ini, program ini dipandang
sebagai  kasus dengan  evaluator

mewakili kelompok yang terlibat. Peran
evaluator demokrasi sebagai perantara
yang independen yang berkomitmen
untuk melayani masyarakat, evaluator
adalah perantara bagi serua kelompok
untuk memberikan pengetahuan dan
informasi program.

Evaluasi demokratis  deliberatif
berpendapat bahwa evaluasi
memberikan kontribusi untuk
memajukan demokrasi dalam

masyarakat demokratis. Pendekatan ini
dengan prinsip: musyawarah, inklusi,
dan dialog. Musyawarah didefinisikan
sebagai penalaran reflektif tentang isu-
isu yang relevan, termasuk preferensi
mengidentifikasi nilai-nilai dari semua
kelompok stakeholder. Inklusi
didefinisikan ~sebagai semua yang
mempunyai kepentingan, stakeholder,
dan warga negara lainnya. Pendekatan
dialogis, melibatkan para pemangku
kepentingan dan evaluator dalam dialog
selama proses evaluasi. Melalui dialog
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baik pendapat, dan ide-idc.lebih akurat
dan lengkap. Dalam dialoh dapat
dikemukakan  tanggapan te.rhadap
temuan-temuan dalam evaluasi serta

dapat memberikan penilaian.
Metodologi yang digunakan
mengharuskan evaluator

mempromosikan rasa keadilan yang
demokratis, ~ terampil  memediasi,
negosiasi konflik, mengelola !ieIOmpc)Fk,
memiliki moral.(Heather Weiss, 2005).
Demokrasi deliberatif mengutama!\'an
penggunaan tata cara pengambilan
keputusan yang lmenekankan
musyawarah dan penggalian masalah
melalui dialog dan tukar pengalaman di
antara para pihak dan warganegara
(bukan hegemoni elit).

Evaluasi  komunikatif  adalah
komunikasi tentang isu-isu kritis dan
tema dari konteks program. Artinya,
evaluasi tersebut dapat dianggap
sebagai ruang percakapan antara
kelompok pemangku kepentingan vang
membentuk  jaringan  komunikasi
tentang ide dan isu-isu evaluasi. Isu-isu
yang berkembang dari wacana publik,
media cetak, forum formal, televisi, dan
website. Jaringan komunikasi memiliki
potensi gagasan yang mengarah pada

kebijakan  publik yang berbeda.
Penelitian komunikatif  evaluasi
berkaitan dengan penelitian  aksi
partisipatif  (participatory — action

research ) atau evaluasi diri. (Heather
Weiss, 2005)

Penutup

Kebijakan publik adalah arena
yang bisa  menjadi indikator
keberhasilan pemerintah menjalankan
amanah dari masyarakat. kebijakan
publik adalah upaya untuk
menanggulangi masalah publik, maka

sepatutnya kebijakan itu berorientasi
pada kepentingan publik. Konsekwensi
lebih lanjut, masalah dan alternatif
solusi permasalahan itu juga diharapkan
berasal dari publik, bukan sekedar
cetusan pikiran atau bahkan imajinasi
dari pejabat pembuat kebijakan.
Pelibatan warga masyarakat dalam
pembuatan kebijakan memberi
kesempatan warga untuk mengetahui

rencana kebijakan pemerintah,
kesempatan agar pendapat mereka
didengar, dan memberikan input pada
pembuatan  kebijakan. Semua itu
memungkinkan adanya penerimaan
yang lebih luas terhadap hasil kebijakan
dan menunjukkan keterbukaan

pemerintah. Hasilnya eksekutif dan
legislatif juga lebih dapat dipercaya,
sehingga legitimasinya juga akan
meningkat. Jadi pendekatan kebijakan
tidak Top-down tetapi bottom up.
Kedua pendekatan ini tidak bisa
dipisahkan, bersinergi untuk kebijakan
yang demokratis. Kebijakan yang
demokratis diperlukan untuk
menyatukan multi-kepentingan yang
muncul dalam masyarakat kita vang
heterogen. Jadi setiap kebijakan publik
hendaknya lahir dari musyawarah
bukan dipaksakan oleh sckelompok elit
saja.

Sudah saatnya pemerintah harus
mampu mewujudkan suatu sistem
politik dan pemerintahan yang memberi
ruang bebas kepada warga negara untuk
beraspirasi melalui organ-organ publik
di ruang publik. Ruang publik yang
bersifat bebas, terbuka, mudah diakses
oleh semua orang, transparan dan
otonom. Tak ada  pihak lain
(negara/pemodal) yang mengintervensi
ruang ini. Diskusi-diskusi publik harus
segera  mendapat tempat  dalam
kehidupan bermasyarakat, sehingga
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kebijakan publik yang hadir adalah sampai dengan tahap evaluasi. Peran
benar-benar hasil demokrasi.  serta masyarakat berpartisipasj
Keterlibatan masyarakat dimulai dari merupakan inti dari demokrasi.

tahap perumusan agenda kebijakan
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